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Raditya Pradipta 

Program Studi Keuangan dan Perbankan 

Tinjauan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan 2025 pada 

Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan 

ABSTRAK 

Laporan Keuangan Triwulan merupakan salah satu bentuk pelaporan keuangan 

pemerintah yang disusun secara berkala setiap tiga bulan sebagai wujud 

akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Laporan ini 

digunakan untuk memberikan informasi keuangan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan anggaran serta keadaan keuangan instansi selama periode tertentu, 

sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi, pengawasan, dan dasar 

dalam pengambilan keputusan. Penulisan tugas akhir ini bertujuan 

mendeskripsikan prosedur penyusunan Laporan Keuangan Triwulan tahun 2025 

dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pada Sekretariat Direktorat 

Jenderal Penegakan Hukum (Setditjen Gakkum) Kementerian Kehutanan. 

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Hasil penulisan tugas akhir menunjukkan bahwa 

penyusunan Laporan Keuangan Triwulan dilaksanakan melalui tujuh tahapan, 

mulai dari Tahapan Perekaman Transaksi di Aplikasi SAKTI hingga Tahapan 

Pengendalian Intern & Peran APIP. Ditemukan tiga hambatan pada penyusunan 

laporan keuangan triwulan yaitu, Keterbatasan Validasi Subtansi Belanja oleh 

KPPN, Keterbatasan Kompetensi Operator GL Satuan Kerja, Ketidakselarasaan 

Jadwal Review Inspektorat Jenderal. 

 

Kata Kunci : Laporan Keuangan Triwulan, Prosedur Penyusunan Laporan 

Keuangan Triwulan, SAKTI, Hambatan Operasional. 
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Raditya Pradipta 

Finance and Banking Study Program 

Review of the Procedures for the Preparation of the 2025 Quarterly Financial 

Statements at Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan. 

ABSTRACT 

The preparation of the Quarterly Financial Report is an essential component 

of government financial reporting, reflecting accountability and transparency 

in the management of public funds. Issued every three months, this report 

presents information on budget realization and the financial condition of a 

government institution during a particular reporting period. The information 

serves as an important reference for monitoring performance, evaluating 

financial management, and supporting decision-making. This study aims to 

examine the procedures for preparing the 2025 Quarterly Financial Report 

and to identify the challenges encountered at the Secretariat of the Directorate 

General of Law Enforcement (Setditjen Gakkum), Ministry of Forestry. A 

descriptive qualitative approach was employed, with data collected through 

observations, interviews, and documentation. The findings reveal that the 

preparation process consists of seven sequential stages, beginning with the 

recording of financial transactions in the SAKTI application and concluding 

with internal control activities and oversight by the Government Internal 

Supervisory Apparatus (APIP). In addition, three major challenges were 

identified, namely limited substantive expenditure validation by the State 

Treasury Service Office (KPPN), insufficient competency of General Ledger 

(GL) operators at the work unit level, and inconsistencies between the 

reporting timeline and the review schedule of the Inspectorate General. 

 

Keywords: Quarterly Financial Statements; Quarterly Financial Statement 

Preparation Procedures; SAKTI; Operational Constraints 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penulisan 

Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang 

transparan dan akuntabel semakin meningkat. Kondisi tersebut mendorong 

setiap instansi pemerintah untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat 

dipertanggungjawabkan kepada publik. Landasan hukum mengenai 

pengelolaan keuangan negara telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kedua peraturan tersebut menjadi dasar 

perubahan sistem akuntansi pemerintahan yang sebelumnya lebih berorientasi 

pada kepatuhan administratif menjadi sistem yang menekankan 

pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah. 

(Hendriarto dkk., 2025) menjelaskan bahwa meskipun reformasi akuntansi 

pemerintahan telah berkembang cukup pesat, masih terdapat tantangan yang 

berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi 

keuangan, serta keandalan laporan keuangan pada berbagai instansi 

pemerintah. 

Penyusunan laporan keuangan pemerintah mengacu pada Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010. Standar tersebut menjadi pedoman bagi seluruh entitas 

pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara 

seragam. Komponen laporan keuangan yang wajib disusun meliputi Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan 

Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

(Primardiningtyas & Hidayat, 2025) Penerapan SAP secara konsisten 

berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan sekaligus 

memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. 
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Laporan keuangan triwulan memiliki fungsi sebagai sarana pemantauan 

kondisi keuangan selama tahun anggaran berjalan. Laporan ini disusun setiap 

tiga bulan sehingga perkembangan realisasi anggaran dapat diketahui lebih 

awal tanpa harus menunggu akhir tahun. Informasi yang dihasilkan menjadi 

dasar bagi pimpinan dalam melakukan evaluasi maupun pengambilan 

keputusan. Agar laporan yang disajikan memiliki tingkat keandalan yang baik, 

proses penyusunannya dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari 

perekaman transaksi, pemantauan kualitas data, rekonsiliasi eksternal, 

penerbitan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR), tutup buku, penyusunan laporan 

keuangan, penelaahan, hingga reviu oleh Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP). Seluruh tahapan tersebut saling berkaitan sehingga 

keterlambatan atau kesalahan pada satu proses dapat memengaruhi tahapan 

berikutnya. 

Untuk mendukung proses pengelolaan keuangan tersebut, pemerintah 

menerapkan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

171/PMK.05/2021. Pemanfaatan SAKTI membantu instansi pemerintah dalam 

melakukan pencatatan transaksi, rekonsiliasi, tutup buku, sampai 

menghasilkan laporan keuangan secara lebih terintegrasi. 

Penelitian ini dilakukan pada Kementerian Kehutanan yang merupakan 

kementerian baru setelah pemisahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang 

Organisasi Kementerian Negara. Salah satu unit eselon I di bawah kementerian 

tersebut adalah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan yang 

dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024. Unit ini 

memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

perlindungan hutan serta penegakan hukum kehutanan. di lingkungan 

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan terdapat Sekretariat 

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Setditjen Gakkum) yang menjalankan 

fungsi koordinasi administrasi dan pengelolaan keuangan. Sebagai entitas 
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akuntansi pemerintah, Setditjen Gakkum berkewajiban menyusun laporan 

keuangan secara tepat waktu. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji prosedur 

penyusunan laporan keuangan triwulan pada Sekretariat Direktorat Jenderal 

Penegakan Hukum Kehutanan. Atas dasar tersebut, laporan tugas akhir ini 

disusun dengan judul "Tinjauan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan 

Triwulan Tahun 2025 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum 

Kehutanan”. 

1.2. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan penulisan dari penyusunan laporan tugas akhir adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan prosedur penyusunan Laporan Keuangan 

Triwulan 2025 pada Setdijen Penegakan Hukum Kehutanan. 

2. Untuk mengidentifikasi kendala yang muncul dalam penyusunan laporan 

keuangan. 

1.3. Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat yang diberikan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis, penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan dan wawasan penulis mengenai Tinjauan 

Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan Tahun 2025. 

2. Bagi Instansi, penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat 

menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan akurasi, transparasi, dan 

efektivitas penyusunan laporan keuangan triwulan. 

3. Bagi Politeknik Negeri Jakarta, penulisan Laporan Tugas Akhir ini 

diharapkan dapat menjadi referensi akademik dan menambah wawasan 

mahasiswa lain mengenai akuntabilitas dan pelaporan keuangan 

pemerintah. 

4. Bagi Masyarakat, penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan masyarakat mengenai informasi serta ilmu 

pemasaran yang relevan. 
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1.4. Metode Penulisan 

Metode penulisan yang digunakan dalam Laporan Tugas Akhir ini 

adalah metode kualitatif. Metode ini dilakukan dengan memfokuskan 

pembahasan berdasarkan fakta yang diperoleh selama pelaksanaan 

magang bagian Keuangan pada Sekretariat Direktorat Jenderal 

Penegakan Hukum Kehutanan. Penulisan Tugas Akhir ini menggunakan 

data primer yang berasal dari Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan 

Hukum Kehutanan. Data diperoleh melalui: 

1. Observasi, dilakukan penulis selama kegiatan praktek kerja lapangan 

dengan cara mengamati dan terlibat langsung dalam proses kerja 

pada bagian Keuangan. 

2. Wawancara, dilakukan melalui sesi tanya jawab dengan Ibu Amel 

selaku Kepala Bagian Keuangan Eselon I guna memperoleh 

informasi yang lebih rinci mengenai prosedur kerja, kendala yang 

dihadapi, serta upaya penyelesaiannya. 

3. Studi Pustaka, dilakukan sebagai teknik pengumpulan data sekunder 

dengan cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai referensi 

tertulis, seperti buku, jurnal, peraturan, serta sumber lain yang 

relevan dengan topik pembahasan, khususnya yang berkaitan dengan 

sistem akuntansi, alur kerja, prosedur laporan keuangan, serta upaya 

penyelesaian kendala dalam pelaksanaan pekerjaan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi Tugas Akhir ini, 

penulis menyusun sistematika penulisan secara terstuktur. Adapun 

sistematika tersebut adalah sebagai berikut. 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi uraian mengenai latar belakang penulisan, tujuan dan manfaat 

penulisan, metode yang digunakan dalam penyusunan yang meliputi jenis 

dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan 

Tugas Akhir secara keseluruhan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi uraian landasan teori yang relevan dengan penyusunan Tugas 

Akhir. Tinjauan pustaka memuat berbagai konsep dan pendapatan para ahli 

yang berkaitan dengan analisis laporan keuangan serta aspek-aspek yang 

mendukung pembahasan penelitian. 

BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI 

Menguraikan profil Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum 

Kehutanan, mulai dari sejarah singkat berdirinya, visi dan misi yang 

diusung, struktur organisasi, hingga tugas dan fungsi yang dijalankan 

instansi tersebut. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini memuat hasil analisis terhadap Laporan Keuangan Triwulan 

Tahun 2025 pada Setdijen Penegakan Hukum Kehutanan, dilengkapi 

dengan evaluasi kinerja keuangan yang disusun berdasarkan data yang telah 

diperoleh penulis. 

BAB V PENUTUP 

Bab penutup ini berisi kesimpulan atas hasil analisis yang telah 

dilakukan, disertai sejumlah saran dari penulis terkait pengelolaan  

 

 

 

  



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai prosedur penyusunan Laporan 

Keuangan Triwulan tahun 2025 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan 

Hukum (Setditjen Gakkum) Kementerian Kehutanan, penulis merumuskan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan 2025 pada Setditjen Gakkum 

Kehutanan dilaksanakan melalui tujuh tahapan yang saling terkait, 

mulai dari perekaman transaksi ke aplikasi SAKTI, pemantauan 

kualitas data, rekonsiliasi dengan KPPN hingga terbitnya Surat Hasil 

Rekonsiliasi (SHR), tutup buku permanen pada modul Aklab, 

penyusunan dan penelaahan laporan sesuai SAP, sampai reviu oleh 

APIP. Rangkaian tahapan ini dijalankan agar laporan keuangan yang 

dihasilkan akurat, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Dalam pelaksanaannya, ditemukan tiga hambatan utama. Pertama, 

KPPN hanya berwenang memeriksa kelengkapan dokumen dan 

kecukupan pagu, bukan kesesuaian substansi belanja, sehingga 

kesalahan jenis belanja sulit terdeteksi sejak awal. Kedua, keterbatasan 

kompetensi operator GL di tingkat satuan kerja masih sering 

menimbulkan kesalahan data dan bukti pendukung, sehingga 

rekonsiliasi dan konsolidasi laporan memakan waktu lebih lama. 

Ketiga, jadwal reviu Inspektorat Jenderal yang belum selaras dengan 

waktu penyelesaian rekonsiliasi dan tutup buku membuat Bagian 

Keuangan bekerja di bawah tekanan waktu saat menyiapkan dokumen 

pendukung.. 

5.2 Saran 

1. Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum 

Kehutanan hendaknya merancang dan melaksanakan program 

pengembangan kompetensi yang terstruktur, terencana, dan 



 

 

Politeknik Negeri Jakarta 

berkesinambungan bagi seluruh operator General Ledger (GL) pada 

satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum 

Kehutanan. Program dimaksud meliputi pelatihan teknis pemanfaatan 

modul SAKTI secara komprehensif, bimbingan teknis penyusunan 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) beserta pengungkapan bukti 

pendukung yang selaras dengan ketentuan yang berlaku, serta 

pendampingan langsung oleh Bagian Keuangan eselon I kepada 

operator GL di tingkat satuan kerja. Peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia merupakan langkah intervensi yang paling strategis, 

mengingat keterbatasan kompetensi operator GL terbukti memberikan 

dampak yang berlipat ganda terhadap kualitas LRA konsolidasi eselon 

I. 

2. Diperlukan pembentukan mekanisme validasi atas substansi belanja 

yang bersifat pencegahan sejak tingkat satuan kerja, yaitu sebelum 

Surat Perintah Membayar (SPM) diserahkan kepada Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN) guna penerbitan Surat Perintah 

Pencairan Dana (SP2D). Mekanisme tersebut dapat diwujudkan 

melalui penyusunan daftar referensi kode akun belanja yang 

disesuaikan dengan karakteristik program Direktorat Jenderal 

Penegakan Hukum Kehutanan, yang dilengkapi dengan prosedur 

pengecekan mandiri (self-checklist) oleh Pejabat Pembuat Komitmen 

(PPK) dan operator SAKTI sebelum pencairan dana dilakukan. 

Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan frekuensi retifikasi akun 

pascarealisasi yang berpotensi menimbulkan beban administratif 

tambahan serta menyebabkan keterlambatan dalam proses finalisasi 

Laporan Keuangan. 

3. Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum 

Kehutanan disarankan untuk menjalin koordinasi yang proaktif dengan 

Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan guna menyepakati 

mekanisme penyusunan jadwal review Laporan Keuangan yang lebih 

adaptif terhadap variasi durasi penyelesaian rekonsiliasi di masing-
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masing satuan kerja eselon I. Salah satu alternatif yang dapat 

dipertimbangkan ialah penerapan sistem notifikasi otomatis kepada 

Inspektorat Jenderal mengenai perkembangan penyelesaian 

rekonsiliasi satuan kerja, sehingga penjadwalan entry meeting review 

dapat dilaksanakan secara lebih tepat waktu dan tidak menimbulkan 

tekanan yang bersifat kontraproduktif bagi Bagian Keuangan dalam 

proses penyusunan laporan keuangan. 
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